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ABSTRAKSI

SYAEFUL HAMDANI, 2013, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengarugi
Penyedia Properti Terhadap Keberhasilan di Kabupaten Sidoarjo”. Tugas Akhir
Program Studi Tekmik Sipil S-1, Institut Teknologi Nasional Malang. Dosen
Pembimbing I :  Lila Ayu Ratna Winanda, ST.,MT, Dosen Pembimbing I : Ir. H.
Hirijanto, MT.

Kabupaten Sidoarjo berada pada dataran rendah yang dikenal dengan sebutan
kota Delta karena berada antara dua sungai besar, yaitu kali mas dan kali porong.
Sementara dikota Sidoarjo sendini mempunyai banyak aktivitas, diantaranya aktivitas
perdagangan, pendidikan, industri dan lainnya. Maka dari itu banyak permintaan
konsumen akan pemukiman. Oleh karena itu, penyedia properti harus jeli dalam
mengembangkan perumahannya guna mencapai keberhasilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuesioner dan pencatatan data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji
F, Uji t sampel, dan analisa regresi ganda.

Dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang mempengarugi penyedia
properti terhadap keberhasilan di kabupaten Sidoarjo dipakai analisa yaitu analisa
Regresi linier berganda. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang
mempengaruhi keberhasilan developer dalam upaya peningkatan penjualan produk
dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, antara
lain X, sebesar 0.872, X, sebesar 0.318, X; 0.232, X, sebesar 0.336, X5 sebesar
0.161, Xs sebesar 0.883, dan X, sebesar 0.407. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat, diantara faktor- faktor
yang mempengaruhi faktor lokasi (X¢) yang paling dominan terhadap keberhasilan
developer dalam upaya peningkatan penjualan produ berdasarkan nilai koefisien beta
pada regresi dan nilai uji t yang terbesar.

Strategi yang dapat dilakukan oleh developer agar dapat meningkatkan hasil
penjualan produk pemukiman berdasarkan faktor dominan yaitu lokasi adalah dengan
memperhatikan beberapa indikator seperti dekat dengan pusat pembelanjaan,
aksesibilitasnya, dan lalulintas kendaraan. Selain itu kita juga dapat menentukan
metode pemilihan lokasi seperti halnya dengan menggunakan metode pusat gravitas
dimana metode ini digunakan untuk memilih sebuah lokasi yang dapat
meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas- fasilitas yang sudah ada atau dengan
memilih suatu titik dari mana saja sebagai titik pusat koordinat

Kata Kunci : Developer, Perumahan, Variabel.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah. Sidoarjo dikenal

dengan sebutan Kota Delta, karena berada di antara dua sungai besar pecahan
Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo berada di selatan
Surabaya, dan secara geografis kedua kota ini seolah-olah menyatu. Sektor
industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan
dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya).

Daerah perkotaan sebagai aktivitas, baik aktivitas perdagangan, aktivitas
industri, aktivitas pendidikan dan aktivitas lainya pasti mempunyai
keterbatasan berupa batas daya dukung lahan, padahal kebutuhan tempat
tinggal semakin meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk yang
menurut data statistik Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispenduk Capil)
menyebutkan sampai pertengahan bulan ini jumlah penduduk Sidoarjo
mencapai 1.996.000, artinya bertambah dibandingkan tahun lalu yang 1,9 juta
Jiwa (htip.//www.bappeda.sidoarjokab.go.id).

Kota Sidoarjo sebagai salah satu kota kabupaten yang perkembangannya
begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir akibat peningkatan pembangunan
dan pendapatan masyarakat, maka dengan berjalannya waktu Seiring dengan
peningkatan pembangunan dan pendapatan masyarakat, maka meningkat pula
permintaan akan hunian yang layak.

Melihat antusias masyarakat yang tinggi akan permintaan hunian yang

layak, banyak penyedia properti (Developer) membidik segmen menengah ke



bawah dengan harga rumah yang sederhana, hal ini disebabkan karena rumah
menengah kebawah merupakan tempat tinggal yang sesuai bagi masyarakat
dengan ekonomi menengah. Hal ini juga dilihat dari banyak nya tipe rumah
kelas menengah yakni tipe 36 - 45 yang disediakan pihak developer hampir
disetiap perumahan di sidoarjo.

Melihat antusias masyarakat akan permintaan hunian yang layak, banyak
penyedia properti (Developer) membidik segmen menengah ke bawah dengan
harga rumah sederhana, hal ini disebabkan karena rumah menengah kebawah
merupakan tempat yang ideal untuk tempat tinggal bagi masyarakat dengan
ckonomi menengah. Dengan berkembangnya Real Estate maka semakin
banyak pilihan rumah tinggal, dengan banyaknya pilihan rumah tinggal dan
kebutuhan akan rumah tinggal yang semakin meningkat menuntut seseorang
untuk menentukan harga rumah tinggal yang sesuai dengan
mempertimbangkan beberapa hal pokok seperti lokasi, letak bangunan,
ukuran, desain, lingkungan sekitar serta penyediaan air bersih, Sehingga
seorang pembeli ataupun penjual tidak mengalami kerugian yang besar. Rumah
merupakan kebutuhan pokok manusia di samping sandang (pakaian) dan
pangan (makanan). Perumahan, selain merupakan kebutuhan dasar manusia
Juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat
pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi
yang akan datang serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya
kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat ditandai
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui

pemenuhan kebutuhan papannya.



Kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan rata-
rata sebesar 800.000 unit rumah baru per-tahun. Jumlah ini belum termasuk
kesenjangan rumah yang belum terpenuhi sebelumnya yang pada akhir tahun
2003 masih mencapai sekitar 5,93 juta unit (9,43%). Apabila pemenuhan
backlog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020,
maka rata-rata setiap tahun terdapat 1,150 juta unit yang perlu difasilitasi,
sedangkan pada saat ini pertumbuhan pemenuhan perumahan baru masih
sangat terbatas, yaitu rata-rata sekitar 300.000 unit per-tahun, baik melalui
pasar perumahan, subsidi pemerintah, maupun oleh swadaya masyarakat
sendiri.

Melihat keadaan ini banyak pengembang yang bermunculan untuk
menyediakan rumah tempat tinggal. Rumah yang dikembangkan mulai dari
rumah tipe sangat sederhana sampai tipe rumah mewah. Pengembang
biasanya lebih tertarik mengembangkan tipe rumah mewah karena profit
margirmya lebih bagus dibandingkan jika mengembangkan tipe rumah
sederhana. Namun disisi lain masyarakat lebih banyak membutuhkan tipe
rumah sederhana sesuai kemampuan mereka. Kebutuhan masyarakat yang
tinggi terhadap tipe rumah sederhana merupakan permasalahan bagi
pemerintah dalam rangka meningkatkan. kualitas kehidupan masyarakat.

Upaya pemerintah agar pengembang menyediakan tipe rumah
sederhana telah banyak dilakukan. Upaya Pemerintah ini tertuang dengan
disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-
Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang

memuat penataan dan pengendalian tanah untuk perumahan. Dalam undang —



Undang No 1 Tahun 2011 menjadi payung hukum untuk menjamin
ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat berekonomi rendah (MBR)
sehingga tidak terjadi disparitas sosial.

Pengembang dalam perencanaan dan pembangunan juga dibatasi
dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan bersama
antara Menteri Dalam Negeri (N0.648.384), Menteri Pekerjaan Umum
(No.09/KPTS/1992) tanggal 16 November 1992 mengenai hunian berimbang,.
Kriteria perimbangan dimaksud adalah meliputi rumah sederhana, rumah
menengah dan rumah mewah dengan perbandingan sebesar 6 (enam) atau
lebih, berbanding 3 (tiga), atau lebih, berbanding 1 (satu), sehingga dapat
terwujud lingkungan hunian yang serasi yang dapat mengakomodasikan
kelompok masyarakat dalam berbagai status sosial, tingkat ekonomi dan
profesi. Pola hunian ini lebih dikenal dengan sebutan 1 : 3 : 6 (Blaang,C,
1986).

Permasalahan bagi pengembang adalah bagaimana mengoptimalkan
Jjumlah masing- masing tipe rumah yang akan di bangun berdasarkan
ketetapan pemerintah tentang hunian berimbang serta mempertimbangkan
faktor lain seperti biaya, luas tanah, luas bangunan, biaya pelaksanaan dan
ketentuan pasar. Untuk itu pemilihan salah satu sistem penyelesaian dalam
keberhasilan suatu pengembang yang dapat membantu memformulasikan
komposisi jumlah berbagai tipe rumah yang dibangun. Salah satunya yaitu
dengan menggunakan metode statistik.

Analisa statistik bertujuan melakukan pengujian untuk menganalisa

faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberahasil devoloper



perumahan, dan menguji hipotesa terhadap keberhasilan devoloper
perumahan dengan Standar umum berdasarkan undang- undang perumahan
no.1 tahun 2011.

Dengan memanfaatkan sistem penyelesaian statistik tersebut
diharapakan pengembang dapat memperhatikan faktor yang berpengaruh
dalam keberhasilan suvatu pembangunan perumahan di Indonesia pada

umumnya dan Kabupaten Sidoardjo pada khususnya.

1.2 Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut di atas adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi khususnya wilayah Kabupaten
Sidoardjo mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perumahan dengan
berbagai tipe.

2. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perundang-undangan No 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Keputusan
Menteri tentang hunian berimbang,.

3. Terbatasnya luas lahan, luas bangunan, biaya pembangunan, dan pangsa
pasar menjadi faktor-faktor dalam pengembangan perumahan di Indonesia
khususnya pada Kabupaten Sidoardjo.

4. Sulitnya mengoptimalkan tipe rumah yang akan di bangun dengan factor-

faktor kendala yang ada.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :



1. Penelitian hanya dilakukan pada proyek pengembangan perumahan di
daerah Kabupaten Sidoardjo.
2. Penentuan dan pengertian tipe rumah sederhana, sedang dan mewah sesuai

dengan ketentuan pada perusahaan pengembang.

1.4 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan
developer di Kabupaten Sidoardjo?
2. Manakah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatkan
keberhasilan developer di Kabupaten Sidoardjo?
3. Bagaimana strategi yang paling tepat dilakukan untuk peningkatkan

keberhasilan developer berdasarkan faktor dominannya?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan yang diinginkan
dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh suatu keberhasilan
terhadap developer perumahan pada perumahan Kabupaten Sidoardjo
2. Mengetahui faktor yang paling dominan terhadap peningkatkan
keberhasilan developer dalam pembangunan perumahan pada Kabupaten
Sidoardjo
3. Menentukan strategi yang paling tepat dari factor dominan untuk

peningkatkan keberhasilan developer dalam pembangunan perumahan ?.



1.6 Konstribusi Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian, maka penelitian ini sekurang-kurangnya

diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

Manfaat teroritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang
menyokong perkembangan ilmu pengetahuan manajemen konstruksi
serta mengaplikasikan secara langsung teori manajemen, khususnya
yang terkait dengan masalah perkembangan perumahan.

Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi
pengembang perumahan dalam hal keberasilan memanajemen

perumahan .
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2.1.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi
negeri maupun swasta tentang developer perumahan antara lain winarto,2008
Universitas Diponogoro Semarang dengan judul “Tanggung Jawab Developer
Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Perumahan Di
Kabupaten Pati”. Dimana garis besar dari judul tersebut ialah Rumah
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tempat manusia melakukan
aktifitas hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia dari gangguan
eksternal. Di Indonesia kebutuhan masyarakat akan rumah semakin
meningkat terutama pada masyarakat perkotaan. Tetapi, memiliki sebuah
rumah, membutuhkan dana yang besar. Hal tersebut disebabkan terbatasnya
lahan dan mahalnya harga tanah. Mengatasi masalah tersebut, kemudian
pemerintah membuat program perumahan yang segment pasarnya lebih
diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah juga menghimbau kepada para pengusaha property agar membuat
perumahan bagi segment pasar tersebut. Dalam perkembangannya ternyata
usaha di bidang properti sangat menjanjikan. Maka tidaklah heran banyak
pengusaha properti yang kemudian melirik usaha tersebut. Akibatnya
persaingan bisnis semakin ketat. Mereka berlomba untuk menarik orang-
orang untuk membelinya dengan berbagai cara. Mereka mengadakan promosi
produknya dengan mengumbar janji-janji bahwa konsumen akan

mendapatkan kualitas bangunan yang baik, fasilitas yang lengkap, uang
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muka, cicilan serta bunga yang ringan disamping itu kemudahan dalam
masalah legalitas. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua janji-janji
terealisasi sehingga para konsumen/pembeli banyak yang kecewa karena apa
yang mereka peroleh tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Dan konsumen

merasa dirugikan.

2.2, Perkembangan dan Problematika Perumahan Di Indonesia

Masalah perumahan adalah masalah yang kompleks, yang bukan semata-
mata aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas
dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan,
lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya
membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Oleh karena
itu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari
keseluruhan pembangunan permukiman dan bagian penting dalam
membangun kehidupan masyarakat yang effisien dan produktif.

Upaya pembangunan perumahan dan permukiman yang telah
dilaksanakan selama ini, bersifat sangat sektoral dan hanya berupa proyek-
proyek yang sifatnya parsial dan tidak berkelanjutan. Selain itu, upaya
pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah-daerah sangat terbatas
sekali karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumber
pembiayaan maupun pengembangan pilihan-pilihan teknologi dan upaya
pemberdayaan masyarakat setempat yang kurang menjadi program utama.

Pemenuhan kebutuhan rumah dari sudut demand dan supply hanya

terbatas pembiayaannya untuk bentuk-bentuk pasar formal bagi golongan



menengah ke atas yang jumlahnya hanya mencapai maksimal 20% dan
terbatas sekali bentuk-bentuk kredit dan bantuan subsidi untuk golongan
menengah ke bawah. Pemenuhan kebutuhan karena kekurangan jumlah
rumah yang harus dipenuhi adalah sejumlah 8 juta rumah pada posisi tahun
2008 dan pertambahan akibat pertumbuhan penduduk setiap tahun yang
membutuhkan 800 ribu rumah. Sehingga, sekitar 80% kebutuhan rumah yang
tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dilakukan sendiri oleh ‘masyarakat
sesuai dengan kemamampuannya yang jauh dari mutu bangunan dan mutu
lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. Oleh karena itu,
bentuk-bentuk dan peran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan
dan permukiman perlu diberdayakan.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih menghadapi
permasalahan besar dalam menata perkembangan dan pertumbuhan
perumahan dan permukiman di kota-kotanya. Fenomena perkembangan kota
yang terlihat jelas adalah bahwa pertumbuhan kota yang pesat terkesan
meluas terdesak oleh kebutuhan masyarakat. Menjadi kurang serasi dan
terkesan kurang terencana. Kehidupan kota besar di Indonesia, semakin tidak
nyaman akibat dari meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya wilayah
hijau dan ruang-ruang terbuka, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor
dengan cepat.

Kebutuhan rumah selalu meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan
penduduk. Jumlah keluarga yang belum memiliki rumah (backlog) masih
cukup besar pada tahun 2003 saja diperkirakan sekitar 6 juta unit dengan

dasar data BPS tahun 2000 adalah sebanyak 4,3 juta unit. Pertumbuhan rumah
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bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit pertahun. Namun demikian, karena
sisi kemampuan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, karena sekitar
70% rumah tangga perkotaan masuk dalam kategori berpendapatan rendah
dengan pendapatan kurang dari Rp.1,5 juta perbulan.

Isu lain yang menyangkut perumahan dan permukiman adalah masalah
lingkungan pada kawasan permukiman dan perumahan, yang umumnya
muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi,
serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang
terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan
memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman, baik secara
fungsional, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi
upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan
berkelanjutan. Hal ini juga semakin menjadi masalah, mengingat masih
belum diterapkannya secara optimal standar teknis minimal perumahan dan
permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di setiap
daerah. Demikian pula dengan manajemen (kepemimpinan) dalam tata kelola
pemerintahan di seluruh tingkatanberpengaruh terhadap kinerja aparat dalam
implementasi  kebijakankhususnya dalam pemanfaatan lahan untuk
perumahan dan permukiman.

Persoalan lain yang penting untuk diperhatikan adalah masalah ruang
yang dilihat sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, yang mencakup
manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan
ekosistemnya, seperti sumberdaya alam dan sumberdaya buatan berlangsung.

Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan
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memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup
lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya

secara optimal.

2.3. Landasan Yudisiris Pengembangan Perumahan di Indonesia

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang turut menandatangani
Deklarasi Rio de Janeiro, Indonesia selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang
diprakarsai oleh United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS
Habitat). Jiwa dan semangat yang tertuang dalam Agenda 21 maupun
Deklarasi Habitat II bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan
menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan
terjangkau (adequate and affordable shelter for all).

Dalam Agenda 21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi
manusia, hal ini telah pula ditekankan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 40 dinyatakan bahwa “Setiap orang
berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah
diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Rumah Susun
dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman, dimana tujuan kedua Undang-Undang tersebut adalah sebagai
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dasar pengaturan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan rumah, baik
dalam bentuk rumah tinggal maupun rumah susun.

Selain dan landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan di atas,
untuk harmonisasi dalam penyusunan rancangan undang-undang ini harus
juga melihat undang- undang yang terkait, sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang- Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman yang berganti menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2011.
Keputusan Bersama antara Menteri dalam negeri dengan Menteri
Pekerjaan Umum (No.09/KPTS/1992) tanggal 16 November 1992
mengenai hunian berimbang.

4.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Rumah.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

7.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencantuman undang-undang yang terkait dengan Perumahan dan
Permukiman dimaksudkan untuk mengetahui kaitan antara norma- norma
yang akan diatur didalam Rancangan Undang-Undang Permukiman dan
Perumahan dengan berbagai ketentuan undang-undang lain yang mengatur
hal yang sama atau berkaitan, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi

bebagai aturan sehingga tidak terjadi benturan (tumpang tindih) dalam

13



pengaturannya, baik undang-undang yang terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan kegiatan perumahan dan

permukiman.

24  Pengertian Umum Tentang Developer (Pelaku Usaha)

Istilah developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa
inggris artinya adalah pembangun perumahan. Sementara itu menurut Pasal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974,disebutkan
pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk
dalam pengertian developer, yaitu :

“Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang
berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam
jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu
kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-
prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas social yang diperlukan oleh
masyarakat penghuninya.”

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Developer masuk dalam
kategori sebagai pelaku usaha. Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yaitu:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
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25

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Developer (Pelaku Usaha)

Untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan
pola hubungan yang seimbang antara developer (pelaku usaha) dan konsumen
maka perlu adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut
lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hokum sengketa konsumen.

d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang
diperdagangkan.

Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban Developer (Pelaku
Usaha) yang meliputi:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikkan, dan pemeliharaan.
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¢. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang/jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi
atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Membeni kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatanbarang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian.

Bagi developer (pelaku usaha), selain dibebani kewajiban sebagaimana
disebutkan di atas, ternyata dikenakan larangan-larangan yang diatur dalam
Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha yang

sifatnya umum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat

dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau

dimanfaatkan oleh konsumen.
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b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yag tidak benar, tidak
akurat, dan yang menyesatkan konsumen.

Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh
developer (pelaku usaha), ada tanggung jawab (Product Liability) yang harus
dipikul oleh developer (pelaku usaha) sebagai bagian dari kewajiban yang
mengikat kegiatannya dalam berusaha. Sehingga diharapkan adanya
kewajiban dari developer (pelaku usaha) untuk selalu bersikap hati-hati dalam
memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya.

Tanggung jawab (Product Liability) dapat didefinisikan sebagai suatu
tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu
produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam
suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau
mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip
sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan
perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum
prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (/iability based on
Jauly), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat
diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur
kesalahan yang dilakukannya;

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of

libility), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap
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bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak
bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presump of
nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip
praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu
dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia
bersalah.

. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict libility), dalam prinsip ini
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, nemun
ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk
dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur.

. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (/imitation of liability),
dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh
secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen,
termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada
pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang

berlaku.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus

dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, Memperhatikan

substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.

b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
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c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat
bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal
ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian

yang dialami konsumen.

2.6. Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2006), Jumlah anggota sampel sering dinyatakan
dengan ukuran sampel. Jumlah sampel 100% mewakili populasi adalah sama
dengan populasi. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan
diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah
sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut yaitu 1000 orang.
Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan
generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel
menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan
umum),

Cara menentukan ukuran sampel sangat praktis, yaitu dengan tabel dan
nomogram. Tabel yang digunakan adalah tabel Krejcie dan nomogram
Harry King. Dengan kedua cara tersebut tidak perlu dilakukan perhitungan
yang rumit.

Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas
kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai nilai kepercayaan 95%
terhadap populasi. Tabel Krejcie ditunjukkan pads tabel 2.1. Dari tabel itu

terlihat bila jumlah populasi 100 maka sampelnya 80, bila populasi
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1000 maka sampelnya 278, bila populasinya 10.000 maka sampelnya 370,
dan bila jumlah populasi 100.000 maka jumlah sampelnya 384. dengan
demikian makin besar populasi makin kecil prosentase sampel. Oleh karena
itu tidak tepat bila ukuran populasinya berbeda prosentase sampelnya sama,

misalnya 10%.

Harry King menghitung sampel tidak hanya atas kesalahan 5% saja,
tetapi bervariasi sampai 15%. Tetapi jumlah, populasi paling tinggi hanya
2000. Nomogram ini ditunjukkan pads gambar 2.4. Dari gambar tersebut
diberikan contoh bila populasi 200 kepercayaan sampel dalam mewakili 95%,
maka jumlah sampelnya sekitar 58% dari populasi. Jadi 0,58 x 200 = 116. Bila
populasi 800, kepercayaan sampel 90%, atau kesalahan 10%, maka jumlah
sampel = 7,5% dari populasi, jadi 0,075 x 800 = 60. Terlihat disini semakin
besar kesalahan akan semakin kecil jumlah sampel. Contoh mencari ukuran

sampel diberikan dibawah nomogram (gambar 2.2).
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Tabel 2.1 Tabel Krecjie (a =5%)

Tabel Krecjie (a = 5%)

N

N

S

N

S

N

S

N

N

S

10

10

85

70

220

140

440

205

1.200

291

4.000

351

15

14

%0

73

230

144

460

210

1.300

297,

4.500

354

20

19

95

75

240

148

480

214

1.400

302

5.000

357

25

24

100

80

250

152

500

217

1.500

306

6.000

361

30

28

110

86

260

155

550

226

1.600

310

7.000

364

35

32

120

92

270

159

600

234

1.700

313

8.000

367

40

130

97

280

162

650

242

1.800

317

9.000

368

45

140

103

290

165

700

248

1.800

320

10.000

370

50

150

108

300

169

750

254

2.000

322

15.000

375

55

160

113

320

179

800

260

2.200

327

20.000

377

60

S| B B 8| &

170

118

340

181

850

265

2.400

331

30.000

379

65

56

180

123

360

186

900

269

2.600

335

40.000;

380

70

59

190

127

380
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